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Kabupaten Indramayu.
Undang — undang Noamaor 14 Tahun 1950 tentang Pambentukan Daerah = dH”:
af

Mengingat 1. s
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah dub

dengan Undang — undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Unoang

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — dacrah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi lawa Barat;
Undang = undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2
3. Undang —undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah;
Peraturan Pemerintah NMomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan

4.
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Masienal Pendidikan;
Peraturan Pemerintah MNomeor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

5.
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan;
Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Momor 84 Tahun 2014 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usla Dini [PAUD);
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang

8.
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Momor 14 Tahun 2017 tentang

Penyelengparaan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD):
Peraturan Bupati Indramayu Nomeor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten indramayu.
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MEMUTUSKAN
etapk;

NESATY Memberikan Lin Pendirian Satuan PAUD
a. Nama Sekolah TK AL - AZMHAR
b. Status Sekolah Swasta
C. Satuan PAUD Taman Kanak  Kanak (TK)

d. Alamat Sekolah Il Paningkiran Blok Gandok RT 13 RW 05
Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang
e. Yayasan/Badan : Perkumpulan TK Al - Azhar
Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu
UA a. Surat Keputusan ini berlaku sampal dengan terbitnya surat keputusan yang
baru tentang pencabutan ijin operasional, dan akan dilakukan monitoring dan
evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
b. Yayasan/Badan berkewajiban melaporkan Kegiatan Penyelenggaraan
Pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara berkala;
¢. Pihak Yayasan/Badan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Indramayu jika di kemudian hari sekolah mengalami perubahan yaitu berupa
perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri, perubahan status
dan atau perubahan lokasi sekolah.

KETIGA Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU,
wajib berpedoman pada Peraturan Perundang — undangan yang berlaku dan
sekurang — kurangnya dapat :

a. Menyiapkan dan menyelenggarakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar
muatan Lokaf;
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan
kelancaran Kegiatan Operasional Pendidikan di sekolah;
€. Menyediakan Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Sarana Prasarana sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dan perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya:
Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal : 10 - as - 20
Tembusan, Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
(PAUD DIKDASMEN);

2. Gubernur Jawa Barat;

3. Bupati Indramayu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat H

5. Inspektur Kabupaten Indramayu.




